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<b>ABSTRAK</b>

Sebelum lahirnya UUPA Girik masihdiakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, pengertian girik sendiri
adalah sebagai aat bantu untuk pensertipikatan, tapi bukan alat bukti kepemilikan tanah, dia hanya alat bukti
pembayaran pajak. Pada saat ini ada beberapa perkara yang menunjukkan bahwa terhadap sertipikat
kepemilikan dapat dikalahkan oleh alat bukti selain sertipikat yaitu yang terdapat dalam Putusan
N0.367/Pdt/2013/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta antara Pemegang Girik dengan Pemegang
SHGB. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimana kekuatan pembuktian girik sebagai alat
bukti kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik girik terhadap suatu
sengketa tanah, kemudian Apakah putusan Pengadilan Tinggi Nomor 367/PDT/2013/PT.DKI telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif.

Dari hasil penelitian diketahui kekuatan pembuktian Girik setelah diundangkannya UUPA tidak lagi dapat
dikatakan sebagai aat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah, selanjutnya Putusan pengadilan
N0.367/PDT/2013/PT.DKI sudah sesuai menurut hukum yang berlaku, dan pemerintah harus lebih

mensosi alisasikan kepada masyarakat pemilik Girik untuk mendaftarkan tanahnya, sehingga setiap
masyarakat mendapatkan kepastian hukum bagi tiap-tiap hak atas tanahnya.

<hr><i><b>ABSTRACT</b>

Before the birth of UUPA Girik still recognized as proof of land rights, Girik own senseis asatool for
certification but is not evidence of ownership of land he only evidence of tax payment. At thistime there are
some things that show that of the certificate by evidence other than certificates are contained in the decision
No0.367/Pdt/2013/PT.DKI in the high court of DKI Jakarta between Girik owner and Certificate of right to
build (SHGB) owner. Furthermore there is aformulation of the problem is how the strength of evidence
Girik as evidence of ownership of land rights and how legal protection for owners Girik to aland dispute.
Then whether the high court decisionN0.367/Pdt/2013/PT.DKI in accordance with the legislation in force.
The approach taken in this research is normative juridical approach.

From the research result shows the strength of evidence Girik after the enactment of the UUPA no longer
can be considered as evidence of ownership rightsto land are legitimate, subsequent court decisions
N0.367/Pdt/2013/PT.DKI is appropriate under applicable law and the government should be more socialize
to people Girik owners to register their land, so that every community to get legal certainty for each land
rights.</i>
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